BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan

masalah dan tujuan penelitian, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan pokok

sebagai berikut:

5.1.1.

5.1.2.

Peran lembaga Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelidikan dan
penanganan tindak pidana narkotika terhadap mahasiswa dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi tingkat prevelansi pengguna dan pemakai/coba
pakainarkotika di lingkungan kerja, sekolah, universitas dan umum.

2) BNN berwewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan
penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Menurut Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam hal ini melakukan pemberantasan
narkotika.

3) Kewenangan yang diberikan kepada penyidik BNN seperti
penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpajang 3x24 jam di
tambah penyadapan. Selain itu BNN memiliki kewenangan khusus
yaitu mampu melakukan penyadapan 3x24 jam dengan berkoordinasi
dengan pihak penyedia jaringan seluler.

Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam proses

penyelidikan dan penangana tindak pidana narkotika terhadap mahasiswa

adalah dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika

kurang optimalnya capaian kinerja terkadang susah mendapatkan
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informasi keberadaan pelaku masyarakat yang tidak berani jadi saksi untuk

diminta keterangan penyalahguna dan pengedar.

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan peran lembaga BNN dalam meminimalisir

tindak pidana narkotika, ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan

pertimbangan adalah sebagai berikut:

5.2.1.

5.2.2

Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas
dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah ditingkat pusat terutama
di daerah yang rentang penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika,
tentu hal tersebut dapat terwujud apa bila dilembaga BNN didukung oleh
sarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam
proses penyelidikan dan penangan tindak pidana narkotika terhadap
penyelenggara Negara.

Hendaknya di antara para aparat dilembaga BNN dapat menciptakan
suasana kerja serta memperbaki kondisi kerja yang dapat mendukung
pelaksanaan tugas.Hendaknya lembaga BNN terus melakukan sosialisasi
pada masyarakat, oleh karena itu diharapkan setiap aparat perlu
meningkatkan komitmennya sebagai abdi masyarakat, Negara dan
bangsa.Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi
terhadap dugaan kasus narkotika yang terjadi diinstansi pemerintah

maupun lingkungan umum.
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram
- 080/1L3 AUFKIP-UMMatF/V/2019
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
di
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan

rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : M. Rasidin

NIM : 11513A0009

Jurusan/ Program Studi  : Pendidikan / PPKn

Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan

Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tempat Penelitian : BNN Provinsi NTB

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.

Mataram, 08 Mei 2019

Tembusan:
1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip
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Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram Kode Pos.83125
Tlp./ Fax. (0370) 7505330

1.

T

oo WD

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070 /@9&' /V/R/BKBPDN /2019

Dasar :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Surat dari Wakil Dekan Il Fakultas Keguruan Dan limu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Nomor : 080/1.3.AU/FKIP-UMMat/V/2019,Tanggal 08 Mel 2019

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi
Penelitian Kepada

Nama . : M. RASIDIN

Alamat : Sonco RT 009 RW 003 Kel/Desa Sanolo Kec, Bolo Kab. Bima/ No Identitas 5206021812930002 / No
Tlpn. 087860107797

Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pendidikan PPKN

Bidang/Judul : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP MAHASISWA SESUAI UNDANG - UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009

Lokasi : Badan Narkotika Nasional ( BNN) Provinsi NTB

Jumlah Peserta  : 1 (satu) Orang.

Lamanya : Mei s/d Juli 2019

Status Penelitian  : Baru.

e Halml yang harus ditaati oleh Peneliti :

Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk;

b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila
melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan
penelitian;

c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian
yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;

d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut
belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;

e. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala
Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, /3 Mei 2019
An. KEF’FLA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PQE!T{K'DALAM NEGERI PROVINSI NTB
/ "% ~Sekretaris,

Drs. H. KATARUDDIN, MH
NIP. 19611231 198503 1 175

PE /,,-,v
\

an disampalkan Kepada Yth:

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di — Mataram;
. Walikota Mataram Cq.Ka Kesbangpol Kota Mataram di- Mataram
. Kapolda Prov. NTB Up. Kanit Reskrim Narkoba di Tempat

Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB di Tempat
Yang Bersangkutan.
Arsip.
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram
Telepon : (0370) 617-7414, Faksimili : (0370) 617-7413

BNNP NTB Email : bnpntb@bnn.go.id, bnp_ntb@yahoo.com; Website : www.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/242/VIII/Ka/Bu.02.01/2019/BNNP-NTB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasripin, Aks. MH

NRP/NIP : 19630315 198803 1 020
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. | (IV-B)

Jabatan : Kepala Bagian Umum BNNP NTB

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Rasidin

NIM : 11513A0009

Jurusan : PPKn

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

Memang benar pernah melaksanakan wawancara dan pengambilan data yang diperlukan
untuk melengkapi materi skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional dalam
Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika terhadap
Mahasiswa sesuai UU No. 35 Tahun 2009” pada Badan Narkotika Nasional Provinsi
NTB terhitung mulai tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Juli 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana mestinya .

Mataram, 9 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyatan,
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
i enggara Barat

~Yq
Kepala Bagid
S -
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